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PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2012 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT              
NOMOR 01 TAHUN 2012                                                               

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN KEMENTERIAN 
PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor S-163/MK.02/2012 
perihal Pemotongan Anggaran Kementerian/ 
Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun 2012, 
setiap Kementerian/Lembaga harus melakukan 
pemotongan anggaran termasuk kegiatan 
Dekonsentrasi Bidang PKP Tahun 2012; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan 
Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pelimpahan 
Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat 
Melalui Dekonsentrasi Tahun 2012; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5188); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik 
Indonesia Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012; 

13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 
Anggaran 2012; 

14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 
Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
248/PMK.07/2010; 

17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/Kota; 

18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 
Tahun 2011; 

19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah; 
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